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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Allah menjadikan mahluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia
laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-
tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmah perkawinan ialah supaya manusia itu hidup
berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga
yang damai dan teratur. untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh
yang tak mungkin putus, maka diputuskanlah dengan adanya ikatan akad nikah atau

ijab kabul perkawinan.'

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata,
melainkan sebuah ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada
Allah. Dengan demikian terdapat dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, untuk
itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang
menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera dapat

terwujud.

Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga adalah bahwa rumah tangga

tersebut dibangun di atas landasan cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta

! Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang no 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 31.

? Supriatna dkk, Figh Munakahat II : dilengkapi dengan UU No. [ tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam, (Y ogyakarta: Teras, 2009), 206.



di atas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari
suami istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga
kehidupan rumah tangga berdiri kokoh.’ Sebagaimana perintah Allah dalam

al-qur’an surat ar-rum ayat 21 Allah berfirman :
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Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan

dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara
ketentraman (sakinal), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).
yang terdiri dari suami istri serta anak-anak dan kerabat yang saling membina
silaturrahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing

anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.’

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan.
Perkawinan harus putus di tengah jalan, sebenarnya putusnya perkawinan merupakan

hal yang wajar saja karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat

3 Abu Hilmi Kamarudin, Menyingkap Tabir Perceraian, cet.]l (Jakarta: Pustaka Al-sofwa, 2005). 19.

* Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Bandung; PT Syaamil Cipta Media, 2005),
406.

* Huzaimah Tahido Yanggo, Masdil Fighiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer (Bandung:
Angkasa, 2005), 134,
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juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. KM@‘;nsinya ia dapat
lepas yang kemudian dapat disebut dengan fa/ak dan makna dasar dari fafak itu

adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.®

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka
akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan
juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Kewajiban seorang
suami terhadap istrinya mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan
kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan, Kewajiban materi berupa
kebendaan harus disesuaikan dengan penghasilannya. seorang suami mempunyai
kewajiban terhadap istrinya untuk memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal,
biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta

biaya pendidikan bagi anak.’

Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah serta saling cinta menyintai. Seorang suami sebagai
kepala rumah tangga wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri sebagai ibu

rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.® Dalam ajaran

¢ Supriatna, Figh Munakahat IT, 206.
" Tihami Dkk, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 161.

® Bahder Johan Nasution Dkk, Hukum Perdata Islam : Kompetensi Peradilan Agama Tentang
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibal, Wakaf dan Shodaqah, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 28.



Islam kedudukan suami istri telah digariskan dengan jelas dalam suatu hadis yang

diriwayatkan oleh Rasulullah saw yang berbunyi:
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Artinya: kalian semua adalsh pemimpin, dan setiap pemimpin harus bertanggung
Jjawab atas kepemimpinannys, seorang amir adalah pemimpin, dan suami adalah
pemimpin bagi keluarganya, dan istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan
anak-anaknya, kalian semua adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab atas
kepemimpinan kalian.’

Tanggung jawab yang disinggung pada hadis di atas adalah bersifat umum
dan menyeluruh. Tanggung jawab seorang suami tidaklah hanya sebatas memenuhi
kebutuhan materi saja, demikian halnya dengan seorang istri ia tidaklah hanya
bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah semata. Akan tetapi keduanya dari
kedudukan yang berbeda yang mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan

keimanan keluarga termasuk di dalamnya tanggung jawab untuk berdakwah.

Oleh karenanya baik suami maupun istri harus berusaha sebaik mungkin
untuk memelihara keut uhan rumah tangganya dan wajib mencegah terjadinya hal-hal
yang dapat melemahkan atau membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, setiap
jerih payah memelihara keutuhan rumah tangga harus disadari sebagai kewajiban
bersama yang dilakukan dengan ikhlas, jujur dan bertanggung jawab guna

mewujudkan tujuan rumah tangga.

° al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, Riyadus
Shalihin, (Damaskus: Darul Fikr , TT), 135.



Menurut hukum Islam, di dalam hubungan suami istri maka suamilah sebagai
kepala keluarga. Hal ini disebabkan pada umumnya keadaan jiwa laki-laki adalah
lebih stabil dari wanita, demikian Jjuga dalam pisik laki-laki adalah lebih kuat dari
wanita.'” Ketentuan bahwa suami adalah sebagai kepala keluarga, ini tercantum

dalam al-Quran surat an-Nisa’ ayat 34 yaitu:
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Artinya: Kaum laki-Iski itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, Karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) tclah menatkahkan sebagian dari harta
mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
mermelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah
mercka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan Dpukullah mereka.
Kemudian jika mercka mentaatimu, maka Janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya sesungguhnya Allah Maha Tinggr lagi Maha Besar."’!

Walaupun demikian sebagaimana dijelaskan oleh ayat di atas, tidak berarti
bahwa dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga suami berhak bertindak
semaunya saja tanpa menghiraukan hak-hak istri sebagaimana mestinya. Apabila

suami bertindak melampaui batas hak-haknya sebagai suami dan tidak melaksanakan

10 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty,
1997), 91.

"' Departemen Agama RI, A/-Qur’an Dan Terjemahannya, 84.



kewajibannya scbagaimana semestinya, maka si istri berhak untuk

mengabaikannya.'?

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya
berada dalam situasi yang damai dan tentram tetapi kadang-kadang timbul juga
salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak
percaya-mempercayai satu sama lain. Dalam keadaan timbul ketegangan ini,
kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik
kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu berlarut, tidak dapat didamaikan dan

terus menerus menjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan
rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyariatkan agama tidak
tercapai. Dan ditakutkan pula perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan
perpecahan antara keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu untuk menghindari
perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam memperbolehkan adanya
perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal

dalam membina rumah tangganya.

Meskipun demikian, adanya ruang lingkup di dalam agama Islam untuk
melakukan suatu perceraian, bukan berarti bahwa agama Islam membuka lebar-lebar

pintu perceraian dalam setiap adanya perkawinan. Lebih dari hal itu terdapat

"2 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. 91.



batasan-batasan yang ketat di dalamnya manakala terdapat pasangan suami sitri
yang hendak melakukan perceraian. Batasan yang ketat ini diharapkan nantinya
dapat menjaga terjadinya kerusakan yang hebat dalam masyarakat yang disebabkan
oleh adanya perceraian. Selain itu agar dapat lebih berhati-hati terhadap suatu
perceraian, karena perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang halal tetapi
sangat di benci oleh Allah. Sebagaimana hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw

yaitu:
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Artinya: dari ibnu umar, bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda perkara yang halal

yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”

Dari hadits diatas sangat jelas bahwa falak adalah suatu perbuatan yang halal
tetapi dibenci oleh Allah, yakni dengan maksud agar bagi suami istri itu tidak mudah
dalam mengambil keputusan dalam perceraian. Karena mengingat banyak sekali
akibat yang ditimbulkan oleh perceraian, salah satunya yaitu anak-anak dari akibat
perceraian akan merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itulah salah

satu maksud Allah membenci perbuatan tersebut yakni zalak atau perceraian.

Jadi, bagi suatu keluarga atau pasangan suami istri yang ingin melakukan
perceraian sangatlah tidak mudah melainkan harus mempunyai alasan-alasan yang

kuat yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai. Dan begitu pula khususnya bagi

* Tbnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram, (Darul Abidin: Surabaya, TT), 231.



warga Indonesia yang ingin melakukan perceraian tidak hanya cukup dilakukan di
rumah atau di depan kyai saja, melainkan harus dilakukan didepan sidang pengadilan

sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang perkawinan.

Meskipun jalan perceraian sulit, namun bukan berarti hukum bermaksud
menutup jalan perceraian bagi perkawinan yang tidak mungkin lagi mendapatkan
keharmonisan. Jalan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan harus dibiarkan

terbuka tetapi masih dalam batas-batas aturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengapa dalam penelitian ini memilih lokasi di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang? berdasarkan catatan dari Kemenag Jawa Timur, tingkat
perceraian di wilayah Kabupaten Malang ternyata sangat tinggi. Bahkan Kabupaten
Malang ini menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Banyuwangi. adapun pada
tahun 2011 sejak bulan januari sampai desember angka perceraian di Kabupaten
Malang meningkat. Rinciannya perkara yang masuk 6118 perkara dan yang berhasil
diputus 6011 perkara perceraian kasus perceraian, dan angka tersebut tertinggi jika
dibandingkan dengan pengadilan lainnya di Indonesia.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011 mengalami
peningkatan yang sangat pesat pada perkara-perkara perceraian yang disebabkan

oleh beberapa faktor penyebab, yaitu antara lain:

1. Moral : Poligami tidak sehat, Krisis akhlak, Cemburu.
2. Meninggalkan kewajiban: Kawin paksa, Ekonomis, Tidak tanggung jawab.



Kawin dibawah umur
Menyakiti jasmani : Kekejaman jasmani, Kekejaman mental
Dihukum

Cacat biologis

NS AW

Terus menerus berselisih : Politis, Gangguan pihak ketiga, Tidak ada
keharmonisan.

Dari beberapa faktor penyebab perceraian tersebut, sengaja tidak akan
dipaparkan semua, hanya saja disini lebih dikhususkan pada salah satu faktor yaitu
tidak bertanggung jawab. Adapun perceraian karena tidak bertanggung jawab bisa
datang dari kedua belah pihak baik itu dari istri atau suami. Tetapi disini penulis
hanya mengambil kasus cerai gugat karena suami yang tidak bertanggung jawab
yaitu apabila suami bertindak melampaui batas hak-haknya sebagai suami dan tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana semestinya. Maka dalam hal ini istri boleh
untuk menuntut haknya, sedangkan pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang apabila seorang suami tidak bertanggung jawab terhadap

keluarganya maka si istri akan meminta gugat cerai atas suaminya.

Adapun kewajiban suami menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu antara
lain'*:
. Svami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi

mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh
suami istri bersama.

" Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 26.
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. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi
kesempatan belsjar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,
nusa dan bangsa.

. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri
dan anak.

¢. Biaya pendidikan bagi anak.

. Kewajiban suamni terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan

b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Dari pemaparan tentang kewajiban-kewajiban suami terhadap istri di atas

sudah sangat jelas bahwa pemicu perceraian karena suami tidak bertanggung jawab

di Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena tidak terpenuhinya salah satu atau

keseluruhan dari kewajiban suami terhadap istrinya.

Berdasarkan uraian mengenai penyebab terjadinya perceraian karena suami

tidak bertanggung jawab yang ternyata banyak terjadi di Pengadilan Agama

Kabupaten Malang pada tahun 2011. maka penulis merasa perlu untuk melakukan

penelitian tentang permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema

ini dengan judul: “Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian karena Suami tidak

Bertanggungjawab (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten

Malang pada Tahun 2011)”.



11

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, kiranya dapat

diidentifikasikan menjadi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

Gambaran perceraian dan pengertiannya menurut hukum Islam.
Kewajiban suami terhadap istri menurut figih, KHI dan UU No. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan.

Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam kasus
perceraian.

Pengertian tentang suami tidak bertanggung jawab sebagai alasan
perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011.
Macam-macam kasus cerai gugat karena suami tidak bertanggung jawab.
Analisis Hukum Islam tentang perceraian karena tidak bertanggung

jawab.

Mengingat luasnya masalah yang tercakup dalam studi penelitian ini, maka

kasus-kasus di atas diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih

terfokus, yaitu antara lain:

1.

Cerai gugat karena suami tidak bertanggung jawab di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang pada tahun 2011.
Analisis Hukum Islam terhadap perceraian karena suami tidak

bertanggungjawab di Pengadilan Agama Kab.Malang pada tahun 2011.
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C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan

masalah di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

Bagaimana kasus cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011.
Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap perceraian karena suami tidak

bertanggungjawab di Pengadilan Agama Kab. Malang pada tahun 2011.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan

gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya

pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah, pembahasan tentang

beberapa faktor perceraian di pengadilan sebelumnya sudah ada yang membahas,

hanya saja berbeda dalam segi faktor dan lokasi yaitu di antaranya:

1.

Skripsi saudara Khusniyah tahun 2000 yang berjudul “Pengaruh Faktor
Cemburu terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bangil”. Pada skripsi
tersebut menjelaskan yang intinya bahwa cemburu dapat menyebabkan
dan menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang

berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai.
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Syara memberikan tutunan dan petunjuk manakala terjadi perselisihan,
kedua belah pihak suami istri menyelesaikannya sendiri secara damai,
namun jika tidak bisa maka diselesaikan melalui Pengadilan Agama
yang berwenang.

. Skripsi saudara Fatihah tahun 2006 yang berjudul “ketidak harmonisan
akibat perselisihan tempat tinggal sebagai faktor dominan terjadinya
perceraian di Pengadilan Agama Sampang”. Pada skripsi tersebut
menjelaskan yang intinya bahwa kasus perceraian yang diakibatkan oleh
perselisihan tempat tinggal banyak terjadi di Pengadilan Agama Sampang
hal ini dikarenakan tempat kediaman ditentukan bersama. Padahal tidak
ada kesepakatan atau berselisih dalam menentukan tempat tinggal.

. Skripsi saudara Novi Maulidiyah tahun 2008 yang berjudul “Faktor-
faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jombang
tahun 2006-2007 (Studi terhadap Fenomena Kekerasan dalam Rumah
Tangga dan Implikasi terhadap Perceraian)’. Pada skripsi tersebut
menjelaskan yang intinya bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai
faktor penyebab terjadinya perceraian yang sangat serius. Secara tidak
langsung dalam sebuah perceraian dengan berbagai alasan tidak jarang
termuat juga alasan tambahan adanya kekerasan pisik, kekerasan psikis,

kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.
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4. Skripsi saudara maliki tahun 2008 yang berjudul “Studi Analisis terhadap
Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama
Magetan tahun 2005-2006”. Pada skripsi tersebut menjelaskan yang
intinya bahwa penyebab banyaknya perceraian di Pengadilan Agama
Magetan karena suatu masalah itu berujung pada perselisihan antara
suami istri yang terus menerus dan berlangsung lama dan akhirnya
mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama.

Sementara dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap
Perceraian karena Suami tidak Bertanggung jawab (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2011) ” lebih menekankan kepada perceraian
karena suami tidak bertanggung jawab yang banyak terjadi di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang pada tahun 2011, selain itu juga pada pemenuhan hak dan
kewajiban suami terhadap istrinya yang terlalaikan sehingga menimbulkan banyak
kasus perceraian terutama kasus cerai gugat yang mengalami peningkatan hanya

dalam waktu satu tahun saja.

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus cerai gugat karena suami tidak bertanggung jawab

di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011.



15

2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap perceraian karena suami
tidak bertanggung jawab di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada
tahun 2011.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap, hasil penelitian ini nantinya mempunyai nilai kegunaan

baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Aspek keilmuan (teoritis)
Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan terkait kasus cerai gugat karena suami tidak bertanggung
jawab di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011. Selain itu
juga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus
bahan penelitian selanjutnya.
2. Aspek terapan (praktis)
Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemberi
keadilan untuk memberikan putusan yang layak kepada para pencari
keadilan dan dalam pemberian bimbingan atau saran-saran yang berkaitan
dengan perceraian karena suami tidak bertanggung jawab.
3. Definisi Operasional
Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis mendefinisikan

beberapa istilah diantaranya:
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Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah
Rasul tentang tingkah laku manusia mukallafyang diakui dan
diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama
Islam."” Dalam hal ini hukum Islam yang digunakan adalah
pendapat para ulama figih dan Inpres No. 1 Tahun 1991 atau
Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian  : Berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki
dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.'®

Tanggung jawab : keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya
(kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan,
diperkarakan dsb)."”

Pengadilan Agama : Pengadilan pada tingkat pertama dalam lingkungan
Peradilan Agama yang bertugas menerima, memeriksa,
mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara
tertentu antar orang yang beragama Islam untuk menegakkan

hukum dan keadilan.'®

15 Fathurrahman Jamil, Filsafat Hukum Is/am, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12,
16 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 189.
' poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 1014.

'8 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia,, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), 238.
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4. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis, yaitu
mendeskripsikan dan menyajikan fakta secara sistematik, aktual sehingga dapat

lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis.

1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah
diperoleh dengan cara mempelajari berkas perkara (Putusan-putusan
tentang perceraian karena suami tidak bertanggung jawab) di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011 terkait dengan masalah cerai
gugat yang discbabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap
istri dan keluarganya.

2. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah dari
mana data dapat diperoleh.' Oleh karena itu, penelitian ini memiliki
sumber data sebagai berikut:
a. Sumber primer

Sumber primer bisa diartikan sebagai sumber data yang

diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian.’ Sumber

'® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 13 (Jakarta: Rineka cipta,
2006), 129.

%0 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007),
12.
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primer penelitian itu sendiri juga masih dibagi lagi menjadi primer

dan sekunder yaitu:

1) Primer, yang termasuk didalamnya yaitu Hakim, Pelaku dll yang
terlibat langsung dengan objek penelitian.

2) Sekunder, yang termasuk dalam sumber ini yaitu Data Statistik
mengenai perceraian karena suami tidak bertanggungjawab di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011. Dan
dokumen putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang
perceraian karena suami tidak bertanggung jawab dengan
meninggalkan kewajibannya

b. Sumber sekunder
Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh
bukan dari sumber pengarangnya langsung atau data pendukung.?!

Dalam sumber sekunder juga masih terbagi lagi menjadi dua macam

yaitu primer dan sekunder. Di antara data yang dijadikan sumber

sekunder adalah:

1) Primer, yang termasuk dalam sumber sekunder yang bersifat
primer yaitu al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma serta Qiyas dari pada
ulama.

2) Sedangkan yang termasuk sekunder yaitu literatur pendukungnya,

?! Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Figh, (Jakarta: Kencana, 2003), 22.
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a) Al-Figh al-Islam wa Adillatubu karya Wahbah Zuhayli.
b) Figih Sunnah karya Sayyid Sabiq.
¢) Makanah al-Mar’ah fi al-Islam karya Muhammad Abdul
Hamid Abu Zaid.
d) Al-ikhtiyar al-fighiyah karya Ibnu Taimiyyah
¢) Risalah Nikahkarya H.S.A Al Hamdani (terjemahan).
f) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.
&) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum
Islam).
k) Serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan
pembahasén.
3. Tehnik Pengumpulan Data
a. Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara dan
mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis
tersebut. Dalam hal ini dokumen yang terkait adalah putusan-putusan
Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011 tentang kasus
cerai gugat karena suami tidak bertanggung jawab dalam kaitannya
dengan kewajiban.
b. Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara
dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara

bertanya langsung kepada objek atau informan untuk mendapatkan
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informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh
data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.?
Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Majelis Hakim yang
bersangkutan dalam menyelesaikan perkara perceraian karena suami
tidak bertanggung jawab.

c. Telaah pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku terkait
permasalahan yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis

terhadap permasalahan yang dibahas.

Selain dengan beberapa tehnik yang telah disebutkan di atas, penulis juga
akan menerapkan tehnik populasi dan sampel karena objek dalam penelitian tersebut

berupa data kasus, yaitu:

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.
Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-
kasus, waktu dan tempat.” Dan dalam penelitian penulis ini yang menjadi populasi
adalah seluruh kasus-kasus perceraian yang disebabkan karena tidak bertanggung

jawab di Pengadilan Agama kabupaten Malang pada tahun 2011.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.

Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian, karena kesimpulan

22§, Nasution, Metode Research (penelitian llmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.
2 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafndo Persada, 2010), 118.



21

penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.** Dalam
hal ini yang menjadi sampel adalah sebagian kasus cerai gugat karena tidak

bertanggung jawab di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011.

Adapun cara atau tehnik pengambilan sampel disini menggunakan tehnik
proportional stratified random sampling yaitu suatu tehnik strata dengan cara
menggolong-golongkan populasi berdasarkan lapisan strata tertentu, dan dalam hal

ini tergolongkan berdasarkan bulan putusnya perkara.
4. Tehnik penulisan data

Untuk memudahkan dalam membahas skripsi ini, maka penulis menggunakan
teknik deskriptif analitis yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau
menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian
dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah
pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini yaitu dengan mengemukakan kasus yang
terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang cerai gugat karena suami
tidak bertanggung jawab pada tahun 2011, kemudian dikaitkan dengan teori dan
dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan

suatu kesimpulan yang bersifat umum.

24 Ibid, 120.
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5. Sistematika Pembahasan
Agar dalam penelitian lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam
penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan

dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan mengenai gambaran secara umum tentang
perceraian terdiri dari pengertian perceraian, macam-macam perceraian, bentuk-
bentuk perceraian, alasan-alasan perceraian, keabsahan saksi dalam perceraian,
hukum perceraian dan kewajiban suami terhadap istri menurut figih, KHI dan UU
No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai penyajian data yang merupakan
hasil penelitian yang meliputi : gambaran singkat tentang Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Perceraian
karena tidak bertanggung jawab dalam kewajibannya sebagai suami di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap perceraian karena suami
tidak bertanggung jawab di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011.

Bab kelima adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.



